LEMBARAN DAERAH KARUPATEN GOWA
TAHUN 2016 NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUFATEN GOWA
NOMOR 11 TAHLUN 2016

TEXTANG

PFEMBENTUKAN DAN SUSLNAN PERANGKAT DAERAN

BAGIAN HUKLUM DAN HAK ASASI MANLUSIA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TANLUN 2006
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingal

BUPATI GOWA,

hahwa untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daszrah;

1, Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang uasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang  Nomor 29
Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerak
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1959  Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang  Nomor 12

Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Tahun 201! Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nemer 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil
Nepara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia



G,

Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah  diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nemor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang  Nomor 30

Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan
{Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat
Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomeor 114, Tambahan




Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HABUPATEN GOWA

dan
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PEMBENTUEKAM DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

BAB I
HETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

B LK

Daerah adalah Kabupaten Gowa.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan,
Bupati adalah Bupati Gowa.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Dacrah yang berdudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.



EP

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Megara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan Pemerintahan adalah  kekuasaan
pemerintahan  yang menjadi  kewenangen
Presiden yang pslaksanaannya dilakukan oleh
kementerian  negara dan  penyelenggara
Pemerintahan Dacrah unik melindungi,
melayani, memberdayakan, dan
mensejahterakan masyarakat.

Sekreariat Daersh adalah Unsur Staf yang
mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati
dalam penyusunan kebijakan dan
pengkoordinasian administratil terhadap
pelaksunaan  tugas perangkat Daerah  serta
pelayanan administratf.



10.

11.

12,

13,

14,

15.

16,

17,

Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap
tugas dan fungsi DPRD.

Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah,

Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan
pemerintahan  yang menjadi  kewenangan
Daerah.

Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan
pemerintahan  yang menjadi  kewenangan
Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur
pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan
kegiatar: teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertertu,

Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur
pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang terientu.

Kecamatan adelah perangkat Daerah yang
bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam
rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan  pemerintahan,  pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan,

Kelv-ahan adalah perangkat kecamatan yang
dibentuk untuk membantu atau melaksanakan
sebagian tugas camat.



BAB I
ASAS

Pasal 2
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
berdasarkan asas:
a, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah;
b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi
Daerah;
efisiensi;
. efektifitas;
pembagian habis tugas;
rentang kendali;
tata kerja yang jelas; dan
. feksibilitas.

Fm o8 A0

EAB III
PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
berdasarkan prinsip :

memperhatikan kondisi daerah;

. kebutuhan daerah;

beba.. kerja daerah;

tepat ukuran; dan

tepat fungsi.

aopop




BAB IV
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGHAT
DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat
Daerah sebagai berikut:

. Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD:

Inspektorat Daerah;

Dinas Daerah;

Badan Daerah; dan

Kecamaian

moonom

Bagian Hedua
Susunan dan Tipe Perangkat Daerah

Pasal 5

Susunan Perangkat Daerah scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 sebagai berikut:

(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah
Tipe A:



i2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD
Tipe A

(3) Inspektorat Daerzh gebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf ¢ merupakan Inspektorat Daerah
Tipe A;

{4) Dinas Dacrah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d, terdiri dari

1.
2.
a.

£

ol B

10.
11.
12
13

14,

Dinas Pendidikan dengan Tipe A;

Dinas Kesehatan dengan Tipe A}

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dengan Tipe A;

. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan dengan Tipe B;

Dinas Sosial dengan Tipe A;

gatuan Polisi Pamong Praja uengan Tipe A;
Dinas Pemadam Kebakaran dengan Tipe C;
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan
Tipe A

Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan
Perlindungan Anak di.igan Tipe C;

Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe A;

Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A;

Dinus Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan Tipe A;

Dinas Pemberdayaarn Masyarakat dan Desa
dengan Lpe B;

Dinas Pengendalian pPenduduk dan Keluarga
Berencana denganTipe R




15. Dinas Perhubungan dengan Tipe B;
16. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian dengan Tipe A;

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

dengan Tipe A;

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A;

19, Dinas Pemuda dan Olahrags dengan Tipe B ;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan

Tipe C;

21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan

Tipe A;

22, Dinas Pariwizsata dan Kebudayaan dengan

Tipe A;

23. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

dengan Tipe A;

24, Dinas Peternakan dan Perkebunan dengan

Tipe A;

25. Dinas Perikanan dengan Tipe B.
(5) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 hurn'¥ e terdiri dari :

1.

Badan Pengelolaan Keuangan Daecah Tipe A
menyelenggarakan urusan penunjang  bidang
keuangan;

Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A
menyelenggarakan urusan penunjang bidang
pendapatan dacrah;

10
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe
B  menyelenggarakan urusan penunjang
bidang perencanaan;

PBadan Kepegawaian dan Pengembangan
Qumber Daya  Manusia Tipe A
menyelenggarakan urusan penunjang bidang
kepegawaian;

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tipe B menyelenggarakan urusan penunjang
bidang penelitian dan pengembangan daerah;
Badan Penanggulangan Bencand Daerah
menyelenggarakan urusan bidang
penanggulangan bencana.

{6) Kecamatan sebagaimana dimuksud dalam Pasal 4
huruf f terdiri dari:

L.

2.

Kecamatan Bontonompo dengan Tipe A;
Kecamatan Bontonompo Selatan  dengan
Tine A;

3. Kecamatan Bajeng dengan Tipe Aj

4. Kecamatan Bajeng Barat dengan Tipe A;

5. Kecamatan Pallangga dengan Tipe A;

6. Kecamatan Barombong dengan Tipe A

7. Kecamatan Sombaopu dengan Tipe A;

8.

9
10
11
12

Kecamatan Bontomarannu dengan Tipe A;

_ Kecamatan Pattallassang dengan Tipe A;

. Kecamatan Parsngloe dengan Tipe A}
 Kecamatan Manuju dengan Tipe A;

_ Kecamatan Tinggimoncong dengan Tipe A;
13,

Kecamatan Tombolo Pao dengan Tipe A

11



14. Kecamatan Parigi dengan Tipe A;

15. Kecamatan Bungaya dengan Tipe A;

16. Kecamatan Bontolempangan dengan Tipe A;
17. Kecamatan Tompobulu dengan Tipe A;

18. Kecamatan Biring Bulu dengan Tipe A.

Pasal 6

(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan,
{2} Pembentukan kecamatan dan Kelurahan diatur
dalam peraturan daerah tersendiri

BABV
TUGAS DAN FUNGSI PERANGHKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 8
{1) Bekretariat Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap
pelaksansan  tugas Perangkat Daerah seria
pelayanan administratif,
{2) Sekretariat Daerah melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

12



a. pengoordinasian penyusunan kebijakan
Daerah;

b, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan
kerja Perangkat Daerah;

¢. pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan
kebhijakan Daerah;

d. pelayanan administratif ~dan pembinaan
aparatur sipil negara pada instunsi Daerah;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPFRD

Pasul 9

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas
den fungsi DPRD kabupaten, serta menyediakan
dan  mengoordinasikan  lenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD kabupaten Gowa dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan.

(2) Sekretariat DPRD melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

13



a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
DPRD Kabupaten Gowe,;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
Kabupaten Gowa;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
Kabupaten Gowa;

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Gowa;
dan

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 10
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati membina dan menpawasi pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Dacrah dan Tugas Pembantuan oleh Peranglkat
Decrah.
Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas
schagaimana  dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis bidang
pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap
kinerja dan kevangan melalui audit, revia,

(1

(2
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evaluasi, pemantauan, dan  kegiatan
pengawasan lainnya;

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas cenugasan Bupati;

Penyusunan laporan hasil pengawasan;
Pelaksanaan administrasi inspektorat
Kabupaten Gowa; dan

Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh
bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Paragmaf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 11

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan
bidang pendidikan yang menjodi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada daerah.

(2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas
scbagaimeana  dimaksud pada  ayat (1)
menyelenggarakan fungsi

a.

b.

perumusan kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pendidikan;
pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pendidikan;

15



(1)

2)

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang pendidikan;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan
pemerintahan bidang pendidikan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragral 2
Dinas Keschatan

Pasal 12

Dinas Keschatan mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan

bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada daerah.

Dinas Keschatan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a, perumusan  kebijakan  penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang Kesehatan,

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang Kesehatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang Keschatan;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan

pemerintahan bidang Kesehatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

16



(1)

(2)

Paragraf 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum dar Penataan Rusng
mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Pekerjaan Umum cdan Penataan Ruang
dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
funsi:

8. perumusan kebijakan penyelenggaraan
urusan  pemerintahan  bidang  Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
muang;

c. pelaksangan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan
pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

17



(1)

(2)

Paragraf 4
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Pasal 14

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang

Perumahan, Kawasan  Permukiman  dan

Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan  dalam  melaksanakan  tugas

sebagaimana  dimaksud pada  ayat 1)

menyelenggarakan fungsi :

8. perumusan kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan  bidang Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan;

¢, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan
pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan; dan



(1

(2)

€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Dinas Sosial
Pasal 15
Dinas Sosial mempunvai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
Sosial vang menjudi kewenangan daerah dan
fugas pembantuan yang ditugaskan kepada
daerah,
Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan wrusan
pemerintahan bidang sosial;
b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang sosial ;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang sosial;
d. pelaksannan  administrasi  dinas urusan
pemerintahan bidang sosial; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

19



1)

(2)

Paragraf 6
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 16

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
membantu  Bupati melaksanakan  urusan
pemerintahan  bidang  ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

8. perumuisan kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang ketenteraman
dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang ketenieraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan  bidang  ketenteraman dan
ketertiban umum  serta  perlindungan
masyarakat;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan
pemerintahan  bidang  ketenteraman dan
ketertiban  umum  serta  perlindungan
masyarakat; dan



(1)

2)

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 17

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyal tugas
membantu  Bupati  melaksanakan  urusan
pemerintahan  bidang  ketenteraman  dan
ketertiban umum dengan sub urusan pemadam
kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
deerah,

Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan

tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi ;

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan
urusan ketentraman dan ketertiban umum
sub urusan pemerintahan bidang pemadam
kebakaran;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang ketenteraman dan ketertiban umum
sub urusan pemerintahan bidang pemadam
kebakaran;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan  bidang ketenteraman dan
ketertiban umum sub urusan pemerintahan

21



(1)

(2)

bidang pemadam kebakaran;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan
pemerintahan  bidang ketenteraman dan
ketertiban umum sub urusan pemerintahan
bidang pemadam kebakaran ; dan

¢. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Pasal 18

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada dacrah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

£, perumusan kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan
transmigrasi;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unisan
pemerintahan  bidang tenaga kerja dan
transmigrasi,
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()

d. pelaksanaan administrasi dinas wurusan
pemerintahan bidang tenaga kerja dan
transmigrasi; dan

€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pasal 19

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan wurusan pemerintahan

bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas

schagaimana  dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan perempuan  dan
perlindungan anak;
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c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

d.pelaksanaan administrasi dinas urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak; dan

e. pelaksansan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 20

(1) Dinas Ketahanan Pangan mempuriyai  tugas
membantu  Bupati melaksanakan  urusan
pemerintahan bidang Ketahanen Pangan yang
menjadi  kewenangan daerah dan  tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada dacrah.

(2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat i1}
menyelenggarakan fungsi :

4. perumusan kebijakan penyelenggaraen
urusan pemerintahan  bidang Ketahanan
Pangan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang Ketahanan Pangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
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d. pelaksanaan administrasi dinas urusan
pemerintahan bidang Ketahanan Pangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11
Diras Lingkungan Hidup

Pasal 21

(1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas
membantu  Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang
menjadi kewenangan dserah dan  tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup ;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang Lingkungan Hidup ;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup ;

d. pelaksanaan administras. dinas urusan
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup ; dan

¢. pelaksansan fungsi lain yang diberiken oleh
Bupati lerkait dengan tugas dan fungsinya,



Paragraf 12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 22

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mempunyai ugas membeantu Bupati
melaksanakan wurusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah
dan tugaes pembantuan yang ditugaskan kepada
daerah.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan  bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintalian
bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan  bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

d. pelaksanaan  administrasi  dinas  urusan
pemerintahan  bidang  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil; dan

¢. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 13
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 23

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah,

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggeraan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa,

b, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

d.pelaksanaan  administrasi dinas urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan lungsinya.
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Paragraf 14

Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Pasal 24

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

(2

Berencana mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan Yang ditugaskan kepada dacrah,
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dalam melaksanakan tugas
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a, perurusan  kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan
pemerintahan bidang pengendalian penduduk
dan keluarga beren..na; dan
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¢, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh
Bupati terkait dengan tugas dan funpsinya.

Paragraf 15
Dinas Perhubunpgan

Pasal 25

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan
bidang Perhubungan yang menjadi kewenangarn
daerah dan tugas pembantusn yang ditugaskan
kepada daerah.

(2} Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tuges
schagaimana  dimaksud  pada  ayat in
menyel=nggarakan fungsi :

a. perumusan  kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang Perhubungan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang Perhubungan;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan
pemerintahan bidang Perhubungan; dan

¢, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 16
Dinas Komunikasi, Informatilka, Statistik
dan Persandian
Pasal 26

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
komunikasi, Informatika, statishk dan persandian
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepade daerah,

(2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian dalam melaksanakan tugas
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a.

perumuisan kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang komunikasi,
Informatika, statistik dan persandian;

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang komunikasi, Informatika, statistik dan

persandian;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang komunikasi,

Informatika, statistik dan persandian;
peiaksanaan administrasi dinas urusan
pemeriniahan bidang komunikas?
Informatika, statistik dan persandian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya



(1) Di

Paragrafl 17
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 27
nas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintehan bidang
koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

ke

pada daerah.

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

A

perumusan  kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah;

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengal;

pelaksanaan administrasi dinas  urusan
pemerintahan bidang bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah; dan

pelaksanaan fungsi lein yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Paragral 18
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Fusal 28

(1) Dinas Penanaman Modul dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
penanamen modal dan pelayanan terpadu satu
pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daersh,

{2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu  dalam  melaksanakan tugas
sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1)
menyelenggarakan fungs :

a.

perumusan kebijakan penyelenpgaraan
wusan pemerintahan bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang penaunaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

pelaksannan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

pelaksanaan administrasi dinas urosan
pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan werpadu satu pintu; dan
prlaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 19
Dinas Permnuda dan Olal Raga

Pasal 29

(1) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas
membantu  Bupati  melaksanakan  Urusan
Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga
yang menjadi kewenangan daecrah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Zaerah.

(2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

4. perumusan kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang kepemudaan
dan olah raga;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang kepemudaan dan olah raga;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olah
raga;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olah
raga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya,
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Paragrafl 20
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 30

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan  bidang  Perpustakaan  dan
Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
daerah,

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a,

perumusan kebijakan penyelenggaraan
urusan pemeriniahan bidang perpustakaan
dan kearsipan;

Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang perpustakaan dan kearsipan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan  bidang perpustakaan dan
kearsipan;

pelaksanaan  administrasi  dinas  urusan
pemerintahan  bidang perpustakaan dan
kearsipan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



{1)

(2)

Paragraf 21
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 31

Dinas Perdagangan dan Perindustrian
mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang

Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan  bidang  Perdagangan  dan
Perindustrian;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang Perdagangan dan Perindustrian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan  bidang  Perdagangan  dan
Perindustrian,

d, pelaksanaan  administrasi  dinas  urusan
pemerintahan  bidang  Perdagangan dan
Perindustrian; dan

¢. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ocleh
Rupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 22
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 32

(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaman mempunyai
tugns membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan
vang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi

(2)

a.

Perumusan kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan
Kebudayaan;

. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan

bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan  bidang  Pariwisata dan
Kebudayaan ;

pelaksanaan administrasi  dinas  urusan
pemerintahan  bidang  Pariwisata  dan
Kebudayaan ; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 23
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 33

(1) Dinas Tanaman Pangan dau Hortikultura
mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah.

(2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan Kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintakan bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura;

.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan

bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan

pemerintahan bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura;

.pelaksanaan  administrasi  dinas  urusan

pemerintahan bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura ; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

37



Paragraf 24

Dinas Peternakan dan Perkebunan

Pasal 34

(1) Dinas Peternakan dan Perkebunan mempunyai
tugas membantuy Bupat melaksanakan Urusan
Pemenintahan bidang Peternakan dan Perkebunan
yvang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang  Peternakan  dan
Perkebunan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang Peternakan dan Perkebunan,

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang  Peternakan  dan
Perkebunan;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan
pemerintahan  bidang  Peternakan  dan
Perkebunan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



(1

2)

Paragraf 25
Dinas Perikanar
Pasal 35

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan

bidang Penkanan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada daerah,

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas

schagaimana  dimaksud pada  ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang Perikanan |

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang Perikanan ;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang Perikanan ;

d. pelaksanaan  adminisirasi dinas  urusan
pemerintahan bidang Perikanan ; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yane diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinys.



Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 26
Badan Pengelolaan Keuangan baerah

Pasal 36

(1) Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan funesi
penunjang  urusan pemerintahan bidang
keuangan yang menjadi kewenangan daerah,

{2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
melaksanakan tugas secbagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintahan  bidang
keuangan;

pelaksanaan  kebijakan fungsi  penunjang
urusan pemerintahan bidang keuangan;
pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan
pelaksanaan  tugas  dukungan  fungsi
penunjang urusan pemeriniahan  bidang
keuangan;

pembinaan  teknis penyvelenggaraan fungsi
penunjang wrusan pemerintahan bidang
keuangan; dan

pelansanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(2)

Paragrafl 27
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 37

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas
membantu  Bupati  melaksanakan  fungsi
penunjang urusan pemerintahan  bidang
pendapatan daerah yang menjadi kewenangan
daerah.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi
penunjang wurusan pemerintahan  bidang
pendapatan daerah;

b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan  bidang  pendapatan
daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang
urusan pemerintahan  bidang pendapatan
daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintahan  bidang
pendapatan dacrah; dan

e. pelaksanaa. fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan tungsinya.
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Paragral 28
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 38

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan  fungsi  penunjang  urusan
pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi
kewenangan daerah,

{2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perurmusan kebijakan penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintahan  bidang
perencanaan;

b, pelaksanaan kebijakan fungsi pe~unjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan;

c. pelaksansan  evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas  dukungan fungsi
penunjang urusan pemerintahan  bidang
perencanaan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintahan  bidang
perencanaan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragrafl 29
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pasal 39

{1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Munusia mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian  dan
pengembangan sumber daya manusia yang
menjadi kewenangan daerah,

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia dalam melaksanakan tugas
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
menyclenggarakan fungsi
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan funesi

penunjang urusan pemerintahan  bidang
kepegawaian dar, pengembangan sumber daya
manusia;

b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;

¢, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;

d. pembinaan teknis penvelenggaraan  fungsi
penunjang urusan pemerintahan  bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber dava
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manusia; dan
¢. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragrafl 30
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 40

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan  fungsi  penunjang  urusan
pemerintahan bidang penelitian dan
pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyeleaggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi

penunjang urusan pemerintahan  bidang
penelitian dan pengembangan daerah;

b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang penelitian dan
pengembangan daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan fungsi
penunjang urusan pemerintahan  bidang
penelitian du. pengembangan daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pomerintahan bidang
penelitian dan pengembangan daerah; dan



e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 31
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 41

{l) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(2)

mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan  fungsi  penunjang  urusan

pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana

Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintahan  bidang
Penangguiangan Bencana Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang Penanggulangan
Bencana Daerah;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan  tugas  dukungan  fungsi
penunjang urusan  pemerintahan bidang
Penanggulangan Bencana Daerah;

d. pembinaan tekni= penyelenggaraan fungsi

penunjang urusan pemerintahan  bidang
Penanggulangan Bencana Daerah; dan
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kecamatan
Pcsal 42
{1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf f mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan  pemerintahan di  wilayah
kecamatan dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada dacrah,

(2) Kecamatan  dalam  melaksanakan  tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi ;

a. penyelenggaraan  urusan pemerintahan
umum;

b. pengoordinasian  kegiatan pemberdayaan
masyarakat;

c. pengoordinasian upaya  penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum;

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. pengoordingsian pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Peranghkat
Daerah di tingkat kecamatan;

g pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
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kegiatan desa dan fatau kelurahan:

h. pelaksanaan wurusan pemerintahan  yang
menjadi  kewenengan Daerah yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan
daerah yang ada di kecamatan: dan

i. pelaksanekan fungsi lain yang diperintahkan
olch Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Teta Kerja

Pasal 43
Kedudukan,3usunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 44

(1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operesional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu,
pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
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(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan setelah
dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

[3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi
yaitu ;

a. kelas A; dan
b. kelas B.

{4) Penetapan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan
berupa satuan pendidikan daerah berbentuk
satuan pendidikan formal dan non formal.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang
berbentuk satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural
yang merupakan jabatan fungsional guru dan
pamong belajar yang diberikan tugas tambahan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3} Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan
berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan
Masyarakat sebagai unit organisasi bersifal
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fungsional dan unit layanan yang bekerja secara
profesional,

(4) Rumah Sakit Daerah sebageimana dimaksud
bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola
rumah sakit dan tata kelola klinis secrta
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum Daerah.

{5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dipimpin oleh Direktur.

{6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang
ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau
dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

(7) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum
menerapkan pengelolaan badan layaran umum
Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Decrah
tetap bersifat otonom dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

(8) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata
kelola rumah sakit dan tata kelola klinis
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibina dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala
Dinas Kesehatan,

(9) Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada
ayat (7] dilaksanakan melalui penyampaian
laporan kinerja Rumah Szvit Daerah kepada
Bupati melalui Kepala Dinas Keschatan.

(10} Pembinaan tats kelola ramah sakit dan tata kelola
klinis serta pertanggungiawaban sebagaimana
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dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang kesehatan.

(11)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk
Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayvat (3) dijabat oleh pejabat
fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas
tambahan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(12)0Organisasi dan tata hubungan kerja serta
pengelolaan  keuangan Unit Pelaksana Teknis
Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan
Peraturan perundang-undangan,

(13)Organisasi dan tata hubungan kerja Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
mengacu pada ketentuan Peraturan Peraturan
perundang-undangan

(14)Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan
Unit Pelaksana bidang keschatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan
Gubernur,



BAB VI
S8TAF AHLI BUPATI

Pasal 46

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat
dibantu Staf Ahli.

(2)Stal Ahli Bupati berada di bawah dan
bertangpungjawab kepada Bupati dan secara
administratifl dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah.

(3) Staf  ahli Bupati  bertugas memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada
Bupati Gowa sesuai keahliannya,

(4) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi
staf ahli Bupeti dibentuk 1 [satu) subbagian tata
usaha pada bagian Sekretariat Daerah yung
membidangi urusan umum/tata usaha,

(5) Staf ahli Bupati berjumlah paling banyak 3 (tiga)
staf ahli;

(6) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil
yang memenuhi persyaratan,

(7) Pembentukan, nomenklatur serta tugas dan
fungsi staf ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
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BAB VIII

PENGANGEATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 47

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan
berdasarkan Peraturan daerah ini  dilaksanalkan
berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-

undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a.

Pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya
sampai dengan dilantiknya pejabat struktural
pada Perangkat Daerah masing-masing
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pejabat pada perangkat daerah yang saat ini tetap
melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran
tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun
anggarun 2016,

Pengisian jabatan pada perangkat daerah
berdasarkan peraturan daerah ini untuk pertama
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kali dilakukan pada akhir bulan Desember
Tahun 2016,

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana

dimaksud dalam  Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa MNomor 6
Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi
ban: yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana — Daerah
scbagaimana diatur dalam Peraturan Daergh
Kabupaten Gowa Momor 25 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana  Daerah  Kabupaten Gowa, tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan terbentuknya organisasi baru vang
melaksanakan wurusan Pemerintahan dibidang
Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf
sebagaimana dimaksud dalam Perat:ran Daerah
Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor B
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tota Kerja
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Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dergan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis
Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah.

g Unit Pelaksans Teknis Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit
Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan
Daerah ini.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Dacrah Kabupaten Gowa Nomor 6
Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja
Sckretariat Daerah dan  Sekretariat DPRD
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten
CGowa Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2J11
tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 tentang
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Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2011 Nomor 22);

Peratura~ Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Gowa (Lembaran Dacrah Kabupaten

Gowa Tahun 2008 Nomor 7) scbagaimana telah

diubah beberapa ke'i terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Gowa MNomor 23 Tahun 2011

tentang perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten

Gowa Tahun 2011 Nomor 23);

¢, Peraturan Daerah Nomor &8 Tahun 2008 tentang
organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telal
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013
Nomor &);

d. Peraturan Dacrah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
organisasi dan tata kerja Kecamatan dan
Kelurahan (Lembaran Daecrah Kabupaten Gowa
Tahun 2008 Nomor 9).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

b



Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundengan Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa.

Dlundangkau di Sungguminasa
' 19 Degesber 2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016
NOMOR 11
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